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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah kesimpulan, 

dan yang kedua adalah saran. Bagian kesimpulan ini akan menjawab rumusan 

masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini dan membahas secara 

singkat hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, sementara bagian 

saran akan berisi rekomendasi atas masalah tersebut.  

5.1 Kesimpulan 

Hukum kontrak yang saat ini berlaku di Indonesia adalah KUHPer, yang 

belum mengakomodasi kontrak jual beli barang secara internasional. CISG 

merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

harmonisasi hukum terutama dalam bidang jual beli barang internasional, 

yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk mengakomodasi pihak 

Indonesia yang membuat kontrak jual beli internasional dengan pihak dari 

negara lain. Bab II memahas mengenai CISG secara lengkap dan Bab III 

membahas aspek-aspek dalam Buku III Bab V KUHPer yang diatur juga 

oleh CISG, kemudian keduanya dibandingkan dan dianalisis dalam Bab IV. 

Dari hasil perbandingan dalam Bab IV, ditemukan perbedaan dan 

persamaan CISG, yang menjadi dasar untuk melihat kelebihan dan 

kelemahan CISG jika dibandingkan dengan KUHPer. Pada bagian itu, dapat 

diketahui bahwa CISG memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan 

dengan KUHPer dalam bidang kontrak jual beli barang internasional, 

karena ketentuan CISG lebih lengkap dan menyeluruh. Mengenai pola 

pemberlakuan apa yang sebaiknya digunakan oleh Indonesia dalam upaya 

pengembangan hukum kontrak jual-beli barang yang mengandung unsur 

transnasional, penulis mempertimbangkan bahwa terdapat kebutuhan yang 

mendesak bagi pihak yang memiliki tempat bisnis di Indonesia dan 

membuat kontrak jual beli barang internasional dengan pihak lain, penulis 

merasa lebih memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan 

aksesi atas CISG dibandingkan dengan melakukan modifikasi ketentuan 

yang terdapat dalam KUHPer. Setelah dilakukan aksesi terhadap CISG, 
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pemerintah Indonesia dapat mengembangkan hukum nasional yang 

berkaitan untuk melengkapi keberlakuan CISG. Melakukan aksesi terhadap 

CISG tentunya lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan apapun 

atau tetap menggunakan KUHPer sebagai dasar pemberlakuan hukum 

kontrak jual beli internasional di Indonesia (yang sebenarnya bukan 

merupakan tujuan KUHPer sehingga ketentuan dalam KUHPer tidak 

mengakomodasi kontrak internasional tersebut).  

5.2 Saran 

Meskipun CISG memiliki lebih banyak kelebihan jika dibandingkan dengan 

KUHPer, terdapat hal-hal yang tidak diatur di CISG maupun dalam 

KUHPer. Apabila dilakukan aksesi CISG, pemerintah perlu dilihat 

ketentuan-ketentuan yang diserahkan CISG kepada hukum domestik. 

Apabila tidak terdapat pengaturannya di hukum domestik Indonesia, maka 

akan terjadi kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah 

dapat melengkapi keberlakuan CISG, baik dengan cara mengembangkan 

hukum nasional maupun aksesi ketentuan internasional lain yang berkaitan 

dengan CISG. Dengan demikian, penulis menyarankan pemerintah 

Indonesia untuk melakukan aksesi CISG dengan mempertimbangkan untuk 

mereservasi Pasal 96 CISG, karena dengan mereservasi Pasal 96 maka para 

pihak dari negara Indonesia yang membuat kontrak jual-beli barang 

internasional berdasarkan CISG akan mendapat kepastian hukum karena 

adanya keharusan untuk membuat/ mengubah kontrak secara tertulis. 

Kepastian hukum ini penting mengingat kontrak yang dilingkupi CISG 

adalah kontrak antara business to business, dimana barang yang 

diperjanjikan akan digunakan untuk menjalankan bisnis pihak lainnya (yang 

kemungkinan besar akan berdampak pada pihak ketiga karena barang tidak 

ditujukkan untuk dikonsumsi secara pribadi). Setelah dilakukan aksesi, 

Indonesia sebaiknya melengkapi keberlakuan CISG agar dapat digunakan 

secara maksimal dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu ada tindak 

lanjut aksesi CISG dengan melengkapi dan menyesuaikan kembali 

ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan CISG. Selain 
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itu, pemerintah juga harus meningkatkan upaya literasi CISG kepada para 

pedagang Indonesia yang melaksanakan jual-beli ekonomi secara 

internasional, agar mereka paham dan mempertimbangkan CISG sebagai 

opsi pilihan hukum dalam membuat perjanjian. Pemerintah juga perlu 

memperhatikan bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur kontrak jual beli 

barang internasional yang tidak termasuk ruang lingkup CISG, misalnya 

kontrak jual beli barang internasional antara business to consumer, dimana 

KUHPer juga kurang relevan untuk diterapkan terhadap perjanjian jual beli 

barang internasional tersebut.  
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